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ABSTRAK

Nabila, Balgis. 2025. Penegakan Hukum Sistem Noken Pada Suara Big
man di Papua. Skripsi Program Studi/ Fakultas: Hukum Tatanegara/
Syariah  Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Sistem noken memiliki karakteristik unik, di mana keputusan diambil
melalui musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat atau
"big man". Meskipun sistem ini diakui dalam kerangka hukum pemilu
di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi tantangan signifikan
terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik sosial yang
muncul dalam pelaksanaannya. Melalui analisis interaksi antara
substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, penelitian ini
menemukan bahwa dominasi kekuasaan oleh big man dapat
mengurangi  keberagaman suara dan meminimalkan partisipasi
individu, serta memunculkan praktik politik uang dan intimidasi.
Penegakan hukum yang lemah berpotensi merusak integritas proses
pemilu dan pelanggaran hak suara masyarakat. Oleh karena itu,
penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi yang
mengatur peran big man dan peningkatan pengawasan dalam
pelaksanaan pemilu noken untuk melindungi hak suara masyarakat.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kebijakan publik dan pemahaman yang lebih baik
mengenai interaksi antara hukum dan budaya dalam konteks pemilu di
Papua. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya
masyarakat, diharapkan sistem pemilu noken dapat diadaptasi untuk
menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan adil, serta
meningkatkan partisipasi politik masyarakat Papua secara keseluruhan.

Kata Kunci: Suara Big man, Sistem Noken, Penegakan Hukum



ABSTRACT

Nabila, Balgis. 2025. Law Enforcement of the Noken System on
Bigman's Voice in Papua. Thesis Study Program/Faculty:
Constitutional Law/Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic
University of Pekalongan.

Advisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

The noken system has unique characteristics, where decisions are taken
through consensus deliberation involving community leaders or "big
men". Although this system is recognized in Indonesia’s electoral legal
framework, this research identifies significant challenges related to
transparency, accountability, and the potential for social conflict that
arises in its implementation. Through analysis of the interaction
between legal substance, legal structure and legal culture, this research
finds that the domination of power by big men can reduce the diversity
of voices and minimize individual participation, as well as giving rise
to the practice of money politics and intimidation. Weak law
enforcement has the potential to damage the integrity of the election
process and violate people's voting rights. Therefore, this research
emphasizes the importance of strengthening regulations governing the
role of the big man and increasing supervision in the implementation of
noken elections to protect people's voting rights. It is hoped that the
results of this research can contribute to the development of public
policy and a better understanding of the interaction between law and
culture in the election context in Papua. By integrating local values and
community culture, it is hoped that the noken election system can be
adapted to create a more inclusive and fair election process, as well as
increase the political participation of the Papuan people as a whole.

Keywords: Bigman's Voice, Noken System, Law Enforcement
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai
transformasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial,
politik, dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk karakteristik dari
sistem pemilu yang masih dipraktikkan di Indonesia adalah sistem
noken, yang khususnya diterapkan di Papua. Sistem ini memiliki
karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem pemilu di
daerah lain, di mana suara masyarakat sering kali diwakili oleh
tokoh masyarakat atau kepala suku, yang dikenal sebagai "big man".
Keberadaan sistem noken mencerminkan kearifan lokal dan tradisi
masyarakat Papua yang kaya, serta menunjukkan bagaimana budaya
dapat mempengaruhi praktik demokrasi.*

Pola big man dalam sistem noken diterapkan di sejumlah
wilayah di Papua, terutama di daerah Pegunungan Tengah. Beberapa
kabupaten yang menerapkan sistem ini termasuk Puncak, Puncak
Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Mimika. Di wilayah-wilayah ini,
peran big man sangat penting dalam mengarahkan suara masyarakat
dan memfasilitasi proses pemilihan. Dalam konteks ini, big man
berfungsi sebagai pemimpin yang memiliki otoritas untuk mewakili
suara masyarakat dalam proses pemilihan, dan mereka sering kali
dianggap sebagai jembatan antara aspirasi individu dan kepentingan
kolektif.?

Pada pemilu serentak tahun 2024 di Kampung Algoni, Distrik
Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan saat
menggunakan sistem noken pada pola big man, dalam pelaksaan
proses musyawarahnya kepala suku cenderung menggunakan
dominasi kekuasaan dengan sepihak dalam menentukan pilihan

! Muhammad Malikul Lubbi, “Analasis Sistem Pemilihan Umum Noken di
Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional”, Jurnal
Hukum, Vol.2.No.3 (2022), him 4-16.

? Nelwan Ronsumbre, “Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis
Kearifan Lokal”, Jurnal Sosial Politik, Vol.5.No.2 (2019),him 261-276.



politik dan meminimkan partisipasi warganya. Hal ini menimbulkan
efek vyaitu terjadinya praktik politik uang. Orang-orang yang
mempunyai kepentingan politik bisa langsung menemui kepala suku
dan disitulah terjadi praktik politik uang.?

Tokoh masyarakat dan kepala suku memiliki peran yang sangat
penting dalam sistem noken di Papua, yang merupakan metode
pemilihan yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan tradisi. Dalam
konteks ini, mereka berfungsi sebagai pemimpin yang dihormati dan
dipercaya oleh anggota komunitas. Sebagai figur sentral, mereka
tidak hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses
pemilihan, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas
sosial di dalam masyarakat. Keberadaan mereka menjadi jembatan
antara nilai-nilai tradisional dan praktik politik modern, sehingga
sistem noken dapat berfungsi dengan baik dalam konteks lokal.*

Salah satu peran utama tokoh masyarakat adalah sebagai
mediator dalam proses pemilihan. Mereka sering kali diandalkan
untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul antara calon
atau di antara pemilih. Dalam banyak kasus, tokoh masyarakat
berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu
dan bagaimana cara menggunakan noken dengan benar. Dengan
pengetahuan dan pengalaman mereka, tokoh masyarakat dapat
membantu memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara
adil dan transparan, meskipun tantangan tetap ada.’

Namun, peran tokoh masyarakat juga dapat menjadi sumber
tantangan dalam sistem noken. Dalam beberapa kasus, dominasi
kekuasaan oleh tokoh masyarakat atau kepala suku dapat mengarah
pada pengurangan keberagaman suara. Mereka mungkin memiliki

* BBC, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljox03z7kro, diakses pada 16
Maret 2025 pukul 18.30

* Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Dwi Putra Nugraha, Graceyana Jennifer,
“Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang
Bermatabat Pada Tahun 20247, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia, Vol.10.No.1 (2024), him 58-60.

5 Sutiyo, Petrus Polyando, Florianus Aser, Teguh Ilham, ‘“Relasi Adat dan
Pemerintahan di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan”, Jurnal llmu Pemerintahan
Widya Praja, Vol.50.No.1 (2024), him 93-95.
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pengaruh yang besar dalam menentukan siapa yang akan dipilih,
sehingga suara individu dapat terabaikan. Hal ini dapat menciptakan
ketidakpuasan di kalangan anggota komunitas yang merasa bahwa
pilihan mereka tidak dihargai. Oleh karena itu, penting untuk
menemukan keseimbangan antara pengaruh tokoh masyarakat dan
hak suara individu dalam sistem noken.®

Selain itu, tokoh masyarakat sering kali terlibat dalam praktik
politik yang tidak etis, seperti politik uang dan intimidasi. Dalam
beberapa situasi, mereka mungkin menggunakan kekuasaan mereka
untuk mempengaruhi hasil pemilihan demi kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu. Praktik semacam ini dapat merusak integritas
sistem noken dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap
proses pemilu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan
kesadaran dan pendidikan politik di kalangan tokoh masyarakat agar
mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan
bertanggung jawab.’

Di sisi lain, tokoh masyarakat juga dapat berfungsi sebagai agen
perubahan yang positif. Dengan pemahaman yang baik tentang
pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat, mereka dapat
mendorong anggota komunitas untuk lebih aktif terlibat dalam
proses politik. Tokoh masyarakat yang proaktif dapat membantu
menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi yang lebih
luas, termasuk keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam
pemilu. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada
penguatan demokrasi di Papua.®

Pengaturan suara oleh big man dalam sistem noken
mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat Papua yang
kental dengan nilai-nilai kolektivisme dan hierarki. Dalam konteks
ini, peran big man sangat penting, karena mereka tidak hanya
berfungsi sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penghubung antara

® Syaiful Asmi Hasibuan, “Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan
Negara Demokrasi”, Jurnal Hukum, Vol.17.No.2 (2023), him 606-607.

" Allya Putri Yuliani, “Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di
Indonesia”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2.No.9 (2023), him 863-864.

& Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, “Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif
dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Hukum, VVol.5.No.1 (2020), him 68.



aspirasi masyarakat dan proses pemilihan.® Big man memiliki
tanggung jawab untuk mendengarkan suara anggotanya dan
mewakili mereka dalam pemungutan suara. Namun, hal ini juga
menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana suara individu
diwakili dan bagaimana keputusan diambil dalam konteks kolektif
tersebut.

Sistem noken juga menunjukkan adanya interaksi antara tradisi
dan modernitas. Meskipun sistem ini berakar pada praktik adat, ia
juga harus beradaptasi dengan regulasi pemilu yang ditetapkan oleh
pemerintah. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, di mana nilai-
nilai adat harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.™

Di sisi lain, penegakan hukum dalam sistem pemilu noken juga
menjadi isu yang krusial. Meskipun sistem noken diakui dalam
kerangka hukum pemilu di Indonesia, tantangan dalam
implementasinya sering kali muncul. Potensi penyalahgunaan
kekuasaan, intimidasi, dan kurangnya transparansi menjadi masalah
yang sering dihadapi dalam proses pemilihan. Penegakan hukum
yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran hak suara masyarakat
dan merusak integritas proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk
mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam konteks pemilu
noken dan bagaimana mekanisme pengawasan dapat diperkuat untuk
memastikan keadilan dan keabsahan pemilihan.**

Sistem noken juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam
representasi suara. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil
oleh big man mungkin tidak mencerminkan keinginan seluruh
anggota masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan
apatisme di kalangan pemilih, yang merasa bahwa suara mereka

° Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Dwi Putra Nugraha, Graceyana Jennifer,
“Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang
Bermatabat Pada Tahun 20247, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia, VVol.10.No.1 (2024), him 58-60.

1 Hendra Sudrajat, Abdul Hamid, dkk, Politik Hukum Pemilu (Sumatera
Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2022), him. 13-16.

1 Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Darmiati, “Konseptualisasi Klinik
Penegakan Hukum Pemilu dalam Penangan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024”, Jurnal
Adhyasta Pemilu (JAP), Vol.6.No.1 (2023), him 55-56.
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tidak didengar. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan
suara oleh big man dapat mempengaruhi partisipasi politik dan
kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.*?

Sistem noken di Papua merupakan representasi unik dari praktik
demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan tradisi
masyarakat. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat
adalah salah satu pilar utama yang harus dijunjung tinggi. Sistem
noken, yang mengandalkan musyawarah dan konsensus,
mencerminkan upaya masyarakat Papua untuk melibatkan semua
anggota dalam pengambilan keputusan politik. Namun, tantangan
yang muncul, seperti dominasi kekuasaan oleh tokoh masyarakat
atau "big man", dapat mengurangi keberagaman suara dan
menghambat partisipasi individu, yang seharusnya menjadi esensi
dari demokrasi.

Prinsip akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam sistem
pemilu yang demokratis. Dalam konteks sistem noken, akuntabilitas
sering kali terancam oleh praktik politik uang dan intimidasi yang
dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk
mengembangkan mekanisme yang memastikan bahwa semua proses
pemilihan berlangsung secara transparan dan adil. Dengan
meningkatkan akuntabilitas, masyarakat akan lebih percaya pada
hasil pemilu dan merasa bahwa suara mereka dihargai, yang pada
gilirannya akan memperkuat legitimasi sistem demokrasi di Papua.*®

Integrasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip demokrasi
modern menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam konteks
sistem noken. Meskipun sistem ini telah diakui dalam kerangka
hukum pemilu di Indonesia, masih ada kebutuhan untuk
menyesuaikan praktik-praktik lokal dengan standar demokrasi yang

12 Abdul Bari, Achmad Taufik, Win Yuli Wardani, dkk, “Reformasi Hukum
Pemilu: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum dalam Proses
Demokrasi”, Jurnal Of Social Community, Vol.9.No.1 (2024), him 285.

3 Anugrah Putra Rabbani, Nursabrina, Yusbi Ricardo Pabua, Andi
Muhammad Haswir Hamsyah, “Evaluasi Penggunaan Sistem Noken Ditinjau Dari
Perspektif Konstitusional dan Demokrasi”, Jurnal Nomokrasi, Vol.1.No.2 (2023),
him 85-86.



lebih luas. ** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
bagaimana sistem noken dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip
demokrasi, seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan hak
suara individu, tanpa mengabaikan kearifan lokal yang telah ada
sejak lama.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-
48/PHPU.A-V1/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
berdasarkan Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya yang telah disahkan. Dalam
pertimbangan MK menganggap bahwa keberadaannya masih
selaras dengan pembangunan masyarakat dan prinsip-prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur secara hukum.*

Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi
masyarakat Papua untuk mengungkapkan nilai-nilai demokrasi
mereka melalui mekanisme pemilihan yang disesuaikan dengan
budaya adat. Keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa
demokrasi tidak bersifat tunggal, melainkan mampu beradaptasi
dengan berbagai kondisi sosial dan budaya. Dengan demikian,
praktik-praktik demokrasi seperti pembentukan kesepakatan
kolektif diakui sebagai bentuk partisipasi yang sah dan bernilai.*®

Sistem Noken memiliki beberapa karakteristik yang
membedakannya dari sistem pemilu modern. Pertama, keputusan
dalam sistem Noken diambil secara musyawarah mufakat oleh
seluruh anggota masyarakat, bukan berdasarkan individu. Kedua,
tidak ada aturan tertulis yang baku dalam sistem Noken, sehingga
penerapannya sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan

Y Warami, Hugo. “Noken Demokrasi” dalam Prosiding Seminar Nasional
Konsep dan

Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan
Ekonomi ”,. (Manokwari: UNIPA-SETJEND., 2015 )., h.,20.

% Ahsan Yunus, Andi Muhammad Aswin Anas, “Implentasi Kebijakan
Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak politik Masyarakat Adat”, Jurnal Hukum,
Vol.5.No.2 (2021), him 69.

8 T Mulyani,A. Heru Nuswanto,Sukimin,”Sistem Noken di Provinsi Papua:
Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-"VI1/2009”, Jurnal lus Constituendum,
Vol.5.No.1 (2020), him 1-28.
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kondisi sosial budaya masing-masing suku. Ketiga, sistem ini
sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan adat, di mana tokoh
adat memiliki peran sentral dalam proses pengambilan
keputusan.®’
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu
perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Suara Bigman Dalam Sistem Noken
Masyarakat Papua?

2. Bagaimana Penegakan Hukum dalam Sistem Pemilu Noken Di
Papua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang pengaturan suara Bigman dalam
Sistem Noken masyarakat Papua. Dengan demikian, penelitian
ini akan memberikan gambaran yang menjelaskan terkait
pengaturan suara big man dalam sistem noken masyarakat
Papua

2. Mengeksplorasi tentang penegakan hukum dalam sistem noken
di Papua. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan
gambaran yang jelas tentang penegakan hukum dalam sistem
noken di Papua.

D. Manfaat Penelitian
Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, diharapkan
penelitian ini dapat menghasilkan manfaat secara teoriti maupun
secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
pemahaman mendalam tentang pengaturan suara bigman dalam
sistem noken masyarakat Papua. Penelitian ini menganalisis
bagaimana teori demokrasi pluralis bekerja dalam konteks
masyarakat adat Papua yang memiliki sistem politik unik seperti
noken serta mengkaji terkait penegakan hukum sistem pemilu
noken di Papua. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

" Muhammad Malikul Lubbi, “Analasis Sistem Pemilihan Umum Noken di
Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional”, Jurnal
Hukum, Vol.2.No.3 (2022), him 4-16.



memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  ilmu
pengetahuan, perbaikan kebijakan publik dan peningkatan
kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Papua. Penelitian
ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori
penegakan hukum oleh Friedman yang menempatkan budaya
hukum menjadi unsur yang utama dalam bekerjanya hukum dan
teori demokrasi pluralis oleh Robert Dahl.
b. Hasil penelitian ini secara praktis, dapat digunakan sebagai
bahan masukan dan pertimbangan untuk:
1. Penyelenggara Pemilu
Lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, KPUD,
DKPP dan Bawaslu dapat menjadikan penelitian ini sebagai
acuan. Dengan harapan adanya perbaikan terhadap
transparansi, akuntabilitas, atau perlindungan hak asasi
manusia dalam konteks pemilu. Hal ini akan mewujudkan
system pemilihan yang LUBERJURDIL (langsung, umum,
rahasia, bebas, jujur, dan adil) sesuai dengan prinsip pemilu
yang ada di Indonesia tanpa melukai sistem adat yang
berlaku di Papua.
2. Masyarakat Papua
Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif,
penelitian ini dapat membantu masyarakat Papua dalam
memahami hak-hak mereka terkait adanya sistem pemilu
noken. Penelitian ini membuat mereka lebih mengerti
bagaimana hak pilih mereka dijamin, bagaimana proses
pemilihan berlangsung, serta tindakan yang dapat dilakukan
oleh masyarakat Papua jika hak mereka dilanggar.
E. Kerangka Teori
1. Teori Penegakkan Hukum
Lawrance M. Friedman menyatakan bahwa efektif dan
berhasil atau tidaknya penegakkan hukum berdasarkan tiga unsur
sistem hukum, yaitu struktur hukum (struktur of law), substansi
hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture).
Struktur hukum sendiri meliputi aparat penegak hukum, substansi
hukumnya yaitu perundang-undangan dan budaya hukum yang
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dimaksud yaitu hukum yang hidup dan dianut dalam suatu
masyarakat.

Struktur hukum berfungsi sebagai kerangka dasar yang
memperkuat  hubungan antar lembaga negara dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum. Unsur-unsur seperti
yurisdiksi  pengadilan, mekanisme banding, pembagian
wewenang, serta prosedur operasional penegak hukum menjadi
komponen penting untuk menjamin kualitas dan efisiensi proses
hukum.

Substansi hukum yang dimaksud adalah terkait aturan,
norma, dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam system
itu. Oleh karena itu, substansi hukum berisi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat
serta dapat menjadi acuan bagi apparat penegak hukum.

Budaya hukum sendiri menyangkut perilaku atau tindakan
manusia termasuk budaya hukum apparat penegak hukumnya
terhadap hukum dan sistem hukum. Jika dalam penataan
strukturnya telah dijalankan dengan baik untuk menjalankan
aturan hukum vyang telah ditetapkan dan kualitas substansi
hukumnya sudah dibuat dengan baik. Namun, jika hal tersebut
dijalankan tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang
terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakkan hukum
tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan elemen
dinamis yang menjadi landasan utama dalam pembentukan
hukum. Nilai-nilai yang tertanam dalam pola pikir, pandangan,
dan perilaku masyarakat memiliki peran signifikan dalam
menciptakan norma-norma hukum. Norma-norma tersebut, pada
akhirnya, mencerminkan dinamika perubahan sosial, seperti
tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pengaruhnya
terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Manusia, sebagai
makhluk sosial yang berakal budi, merupakan elemen mendasar
dalam sistem hukum. Hubungan antara manusia dengan hukum
dipengaruhi oleh budaya hukum yang mencerminkan interaksi
tersebut. Setiap perubahan dalam hukum akan memengaruhi cara
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masyarakat secara umum memahami dan menerapkan hukum
dalam kehidupan sehari-hari.'®

Ketiga unsur ini membentuk suatu sistem yang saling
berinteraksi dan saling memengaruhi. Perubahan pada satu unsur
akan memicu perubahan pada unsur lainnya, menciptakan suatu
kesatuan yang dinamis. Substansi hukum merupakan hasil
interaksi dinamis antara struktur hukum yang menyediakan
kerangka dan budaya hukum yang memberikan nilai-nilai.
Keduanya secara bersama-sama membentuk norma hukum yang
jelas, adil, dan fungsional. Struktur hukum dan substansi hukum
tidak hanya dipengaruhi oleh budaya hukum, tetapi juga secara
aktif membentuk budaya hukum yang ideal. Terdapat hubungan
timbal balik yang dinamis antara ketiga elemen ini, di mana
masing-masing saling membentuk dan memengaruhi. Struktur
dan substansi hukum saling terkait erat, dengan hubungan yang
dapat berdampak negatif. Struktur hukum yang lemah akan
menghasilkan substansi hukum yang kurang optimal, sementara
substansi hukum yang kokoh memerlukan struktur yang solid
agar dapat diterapkan secara efektif. Akibatnya, sistem hukum
yang ada akan memengaruhi kualitas interaksi antara kedua
elemen tersebut secara negatif.

. Teori Demokrasi Pluralis

Dahl menawarkan rumusannya terkait demokrasi pluralis,
yakni dalam konsepsi demokrasi pluralis sebenarnya mengacu
pada pluralisme organisasi (yaitu adanya pluralitas organisasi-
organisasi) yang relatif otonom di dalam sebuah negara, negara
dapat disebut demokratis jika di dalamnya menjamin kehadiran
organisasi-organisasi yang bersifat otonom dari dan/atau terhadap
negara. Maka dari itu, Dahl mengharuskan pada setiap negara

18 Kautsar, l.al, & Muhammad, D.W., “Sistem Hukum Modern Lawrance M

Friedmand: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industri ke
Digital”, Jurnal Hukum, Vol.7.No.2 (2022), him 89.
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demokratis mengejawantahkan praktek demokrasi pluralis
tersebut di negara masing-masing.**

Sistem demokrasi menurut Robert A.Dahl akan ideal ketika
sesuai dengan tujuh indikator seperti :para pejabat yang dipilih,
pemilu yang bebas dan adil, hak suara yang inklusif, hak untuk
mencalonkan diri dalam pemilu, kebebasan menyatakan
pendapat, informasi alternatif, otonomi asosiasional. 2°

Pertama, dalam demokrasi tentunya lebih mementingkan
kepentingan masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terwujud.
Seperti dalam pergantian pemimpin daerah di selenggarakan
pemilu yang di pilih secara langsung agar terjadinya sirkulasi elit
berdasarkan suara legitimasi dari masyarakat. Kedua, Masyarakat
ikut terlibat dalam berpartisipasi melalui pemberian suara dalam
pemilihan umum. Ketiga, setiap warga negara mempunyai
persamaan hak untuk memilih para pejabat tanpa ada intervensi
dari pihak lain. Ketempat, setiap warga negara negara berhak
untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara ataupun
daerah. Kelima, Warga negara berhak untuk menyatakan
pendapat tanpa adanya kekerasan mengenai masalah-masalah
politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap
para pejabat, pemerintah, tatanan sosial ekonomi danideo logi
yang ada. Keenam, Setiap warga negara mempunyai kebebasan
untuk mencari informasi alternatif. Ketujuh, Warga negara
berhak untuk membentuk dan bergabung pada suatu organisasi,
termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.?

Menurut Dahl, untuk melihat seberapa besar demokrasi
bekerja, secara sederhana cukup diukur dengan dua ukuran
minimal (tingkat kompetisi dan partisipasi), yaitu: (a). Seberapa
tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang

1% Ahmad Sholikin, “Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma”,Jurnal
Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.13.No.2 (2021), him 174-176.

% |gbal Reza Satria, Hamdani Kurniawan, “Telaah Teori Demokrasi
Prosedural: Refleksi Pilkada di Kota Cimahi”, Jurnal Hukum, VVol.3.No.2 (2022), him
263-264.

2! Ahmad Sholikin, “Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma”,Jurnal
Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.13.No.2 (2021), him 174-176.
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memungkinkan (liberalisasi); (b). Seberapa banyak warganegara
yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi
politik itu (inclusiveness).

Robert A. Dahl juga memberikan argumennya terkait
pentingnya suatu negara menjalankan sistem demokrasi dengan
serius dan merata yang dapat membawa manfaat seperti
membantu mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang,
menjamin standarisasi hak asasi manusia rakyatnya, membantu
masyarakat ~ menjalankan  kepentingannya, = memfasilitasi
rakyatnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas,
pembangunan kemanusiaan secara menyeluruh, adanya
keserasian politik, menjalin ketentraman antar dan sesama umat,
agama, ras, dan golongan, serta negara

demokrasi cenderung lebih makmur dan sejahtera ketimbang
negara penganut non demokrasi.?

F. Kajian Pustaka

Studi Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengentahui
seberapa banyak penelitian yang secara khusus dan umum memiliki
kaitan dengan judul yang akan diteliti. Beberapa judul pembahasan
yang berkaitan antara lain:

Metode, )
Nama/JUdUI Pendekatan dan Ke5|mpUIan
Teori
Oly Viana Agustine, | -Metode yang | Kesimpulan  dalam
(2019) digunakan dalam | penelitian

“Implementasi penelitian ini adalah | menjelaskan  bahwa
Noken sebagai | yuridis normatif. noken sebagai sistem
Hukum Tidak | -Pendekatan ~ yang | hukum tidak tertulis
Tertulis dalam | dilakukan dalam | di Indonesia yang

?2 Ahmad Sholikin, “Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma”,Jurnal
Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.13.No.2 (2021), him 177.
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Sistem Hukum | penelitian ini | digunakan dalam
Nasional” ® menggunakan studi | pemilu di Indonesia

kasus. dan diakui secara

-Penelitian ini | sah. Sistem pemilu

menggunakan noken juga diakui

beberapa teori yaitu | sebagai sistem

teori supremasi | demokrasi secara

hukum, teori | tidak tertulis.

demokrasi, teori

hukum tertulis, teori

hukum tidak tertulis,

dan teori kearifan

lokal.
Tri  Mulyani, A. | -Metode yang | Kesimpulan yang
Heru Nuswanto, | digunakan dalam | didapatkan dalam
Sukimin., penelitian ini adalah | penelitian ini yaitu
(2020), "Sistem yuridis normatif | sistem pemilu noken
Noken di Provinsi | dengan menganalisis | yang ada di
Papua: Studi | data kualitatif. masyrakat Papua
Putusan MK Nomor | -Pendekatan  yang | dianggap oleh
47-81/PHPU.A- digunakan dalam | Mahkamah
VII/2009” penelitian ini | Konstitusi lewat

menggunakan putusan No  47-

2 QOly Viana Agustine, “Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis

dalam Sistem Hukum Nasional ”, Jurnal Rechtsvinding, \Vol.8.No.1 (2019), him 1-16.

?*Tri Mulyani,A. Heru Nuswanto,Sukimin, “Sistem Noken di Provinsi Papua:

Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-"VI1/2009”, Jurnal lus Constituendum,
Vol.5.No.1 (2020), him 1-28.
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pendekatan 81/PHPU.A-

peraturan VI1/2009 merupakan
perundang- sistem pemilu yang
undangan. sah dan harus
-Penelitian ini | dilindungi demi
menggunakan teori | menegakkan

asas-asas pemilu dan | masyarakat hukum
teori demokrasi. adat yang ada di

wilayah pegunungan.

Muhammad Malikul | -Penelitian ini | Kesimpulan dari
Lubbi,(2022), menggunakan penelitian ini
“Analisis Sistem | penelitian hukum | menyatakan  bahwa
Pemilihan Umum | normatif yang | sistem noken tidak
Noken di Provinsi | didalamnya dapat  menerapkan
Papua dalam | dilengkapi  dengan | demokrasi yang
Prinsip Demokrasi | data-data empiris. sesuai di Indonesia
dan Sistem Hukum | -Pendekatan  yang | yang mana hak dari
Nasional” ® digunakan  dalam | perorangan itu
penelitian ini yaitu | dibatasi.

melalui studi kasus.

yang
dalam

-Teori
digunakan

penelitian yaitu teori

2 Muhammad Malikul Lubbi, “Analasis Sistem Pemilihan Umum Noken di
Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional”, Jurnal
Hukum, Vol.2.No.3 (2022), him 4-16.
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plurasime  hukum,

teori demokrasi, dan

teori hukum tidak

tertulis.
Muhammad Nur | -Penelitian ini | Dalam pelaksanaan
Ramadhan, (2022), | menggunakan sistem pemilu noken
“Pengakuan dan | pendekatan kualitatif | menimbulkan
Implementasi  Hak | dengan beberapa
Pilih Masyarakat | menggunakan permasalahan.
Adat dalam | sumber hukum | Sehingga, pemilu
Pemilihan Umum di | primer yaitu berupa | noken dianggap

. 26
Indonesia”.

peraturan
perundang-undangan
(yuridis-normatif).
-Penelitian ini
menggunakan
pendekatan
peraturan
perundang-
undangan.
-Penelitian  hukum
ini menggunakan
teori hak

konstitusional.

sebagai sistem yang
sudah melenceng
seperti desain surat

suara dalam pemilu

2009 tidak
menampilkan  foto
kandidat yang
menyulitkan

penyandang tuna
aksara karena
mayoritas dari
masyarakat adat
penyandang tuna

% Muhammad Nur Ramadhan, “Pengakuan dan Implementasi Hak Pilih

Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Bawaslu, VVol.4.No.2
(2022), him 132-143.
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aksara.

Ima Rahmayani, | -Penelitian ini | Keabsahan  sistem
Dodi Jaya Wardana, | menggunakan noken tidak dalam
(2023), “Keabsahan | penelitian hukum | bentuk aturan tertulis
Sistem Noken dalam | normative. (undang-undang)
Pemilu Presiden dan | -Pendekatan ~ yang | hanya kepercayaan
Wakil Presiden | dilakukan dalam | masyarakat adat
Ditinjau dari Negara | penelitian ini yaitu | secara turun-temurun
Hukum dan | melalui undang- | (tidak tertulis).
Demokrasi”*’ undang. Sistem noken

-Teori yang | dianggap

digunakan yaitu teori | bertentangan dengan

demokrasi dan | kaidah hukum secara

UUDNRI 1945 Pasal | teoritis maupun

6A ayat (1). umum.
Anugrah Putra | -Penelitian ini Pelaksaan
Rabbani, Nursabrina, | menggunakan sistem noken dalam
Yusbi Ricardo | penelitian normative. | pemilu tidak
Pabua, Andi | -Penelitian ini | melanggar  prinsip
Muhammad, (2023), | menggunakan demokrasi karena
“Evaluasi pendekatan historis | telah disetujui oleh
Penggunaan Sistem | dan konseptual. masyarakat adat
Noken Ditinjau dari | -Teori dalam | setempat.

2 Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana, “Keabasahan Sistem Noken dalam
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum dan Demokrasi”,
Jurnal Hukum, Vol.6.No.2 (2023), him 4108-4118.
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Perspektif penelitian ini
Konstitusional dan | menggunakan teori
Demokrasi” 2 asas-asas dalam
pemilu dan teori
demokrasi.
Agil Yahya, Dyah | -Metode dalam | Dalam putusan MK,
Adriantini, Dilli | penelitian ini | sistem noken sudah
Trisna Noviasari, | menggunakan diuji secara yuridis
(2023) “Politik | metode yuridis- | karena sistem noken
Hukum Sistem Noken | normatif. merupakan  sebuah
Pemilihan  Kepala | -Pendekatan ~ yang | budaya yang sudah
Daerah di Papua | digunakan dalam | dijalankan secara
dalam Konsep | penelitian ini yaitu | turun-temurun oleh
Negara Hukum | undang-undang. masyarakat adat di
Pancasila”?® -Teori yang | Papua. Sistem noken
digunakan dalam | ini harus tetap dijaga
penelitian ini yaitu | dan dilindungi agar
teori sistem hukum, | terciptanya
teori kearifan lokal, | kesejahteraan negara.
dan teori politik
hukum.
Andika  Adhyaksa, | -Penelitian yang | Pengakuan MK

8 Anugrah Putra Rabbani, Nursabrina, Yusbi Ricardo, Andi Muhammad,

“Evaluasi Penggunaan Sistem Noken Ditinjau dari Perspektif Konstitusional dan
Demokrasi”, Jurnal Nomokrasi, Vol 1 NO 2 (2023), him 81-88.

2 Agil Yahya, Dyah Adriantini, Dilli Trisna Noviasari, “Politik Hukum Sistem
Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila”,
Jurnal Law and Society, Vol.2.No.2 (2023), him 81-91.
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Robert  Lengkong | digunakan dalam | terhadap sistem
Weku, Isyana | penelitian ini yaitu | noken ini
Kurniasari Konoras, | penelitian hukum | mengundang

(2023), “Sistem | normatif. keraguan  terhadap
Noken: Pandangan | -Pendekatan  yang | peraturan pemilu
Hukum Nasional dan | dilakukan dalam | dalam  perundang-

Konsistensi ~ Nilai- | penelitian ini melalui | undangan. Meskipun

Nilai Demokrasi”® | pendekatan ~ studi | sistem noken
kepustakaan. merupakan kebiasaan
-Teori yang | masyakat adat,

digunakan dalam | namum kepastian
penelitian ini yaitu | hukumnya masih
teori pembagian | tetap diragukan.

kekuasaan, teori
kedaulatan, dan teori

sistem perwakilan

Jauhar  Nasrullah, | -Jenis penelitian | Ada beberapa hal
(2023), “Tantangan | yang digunakan | yang harus diperbaiki

Penyelenggaraan dalam penelitian ini | setelah  munculnya
Pemilu dan Pilkada | yaitu yuridis- | perppu yang
Serentak  Nasional | normatif. dikeluarkan oleh MK
2024 di  Empat | -Penelitian ini | dalam pilkada

% Andika Adhyaksa, Robert Lengkong Weku, Isyana Kurniasari Konoras,
“Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi”,
Jurnal Sosial, Vol.3 No.6 (2023), him 4703-4715.
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Provinsi Baru | menggunakan serentak tahun 2024

Papua” pendekatan undang- | antara lain;
undang dan | infrastruktur
konseptual. penunjang  pemilu,
-Penelitian ini | teknologi,  maupun
menggunakan teori | keamanannya.
demokrasi, dan teori
pemekaran wilayah.

Zulfikar,  Mulyadi, | -Metode penelitian | Penyelesaian  kasus

Muhammad yang digunakan | yang terjadi di Papua

Aminulloh, (2023), | dalam penelitian ini | menggunakan prinsip

“Penanganan yaitu metode | amanat Papua tidak

Tersangka Kelompok

penelitian empiris.

menyelesaikan kasus

Separatis dalam | -Pendekatan ~ yang | secara utuh  dan
Mewujudkan dilakukan ~ melalui | masih  meningkatka
Perlindungan  Hak | gejala-gejala social | kekerasan yang
Asasi Manusia | yang ada di | terjadi di Papua.
Berdasarkan Prinsip | masyarakat Papua.

Keadilan (Studi | -Teori yang

Kasus  Penugasan | digunakan dalam

Daerah Papua)”.** | penelitian ini yaitu

teori demokrasi, dan

31 Jauhar Nasrullah, “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak
Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua”, Jurnal Hukum, Vol.2.No.8 (2023),
him 214-233.

%2 Zukfikar, Mulyadi, Muhammad Aminulloh, “Penanganan Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua”, Jurnal
Hukum, Vol.15.No.2 (2023), him 166-177.
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teori HAM.
Rolin Yahuli, | -Metode penelitian | Kesimpulan yang
Tundjung  Herning | ini menggunakan | didapatkan  peneliti
Sitabuana,  (2024), | metode  penelitian | dalam penelitiannya
“Model Pemungutan | hukum normatif | yaitu bahwa sistem
Suara Pada | melalui  penjelasan | pemilu noken tetap
Pemilihan Umum | model pemungutan | digunakan pada
2024 di Provinsi | suara yang pantas | pemilu 2024  di
Papua digunakan pada | Papua. Pada tahun
Pegunungan > pemilu 2024  di | 2019, KPU juga telah

Papua. membuat Keputusan

-Pendekatan  dalam | KPU No0.810/PL.02.6

penelitian ini | Kpt/06/KPU/1VV/2019

menggunakan tentang pengambilan

pendekatan suara di  daerah

peraturan Papua tetap

perundang- menggunakan system

undangan. noken.

-Peneliti dalam

penelitian ini

menggunakan teori

demokrasi.
Hasan Mustofa, | -Metode yang | Sistem noken
(2024), “Otonomi | digunakan dalam | dianggap sebagai

% Rolin Yahuli, Tundjung Herning Sitabuana, “Model Pemungutan Suara Pada
Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Papua Pegunungan”, Jurnal Hukum, Vol.6. No. 3
(2024), him 8554-8561.
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Khusus Noken
Papua dalam
Bingkali
Ketatanegaraan
Indonesia™**

penelitian ini
menggunakan
penelitian  yuridis-
normatif .
-Pendekatan  yang
digunakan yaitu
melalui  pendekatan
peraturan
perundang-
undangan.

-Teori yang
digunakan dalam

penelitian ini yaitu

teori otonomi
khusus, teori
otonomi daerah,

teori demokrasi, dan

jalannya demokrasi
di negara Indonesia,
karena didalam
sistem noken sendiri
terdapat  kesetaraan
dan keadilan yang

sesuai dengan cita-

cita demokrasi.
Sistem noken
dianggap sebagai
penunjang jalannya

proses perdamaian.

teori hak  asasi
manusia.
¥ Hasan Mustofa, “Otonomi Khusus Noken Papua dalam Bingkai

Ketatanegaraan Indonesia”, Journal Of Islamic Studies and History, Vol.3.No.1
(2024), him 14-25.
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Kebaharuan yang akan diteliti oleh penulis yaitu
menganalisis lebih dalam terkait pengaturan suara big man dalam
sistem noken pada masyarakat Papua dan penegakan hukum
sistem pemilu noken di Papua.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan
penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan
menjadi acuan perilaku setiap orang *. Penelitian normatif
mengkaji beberapa aspek, yaitu aspek teori, filosofi, dan
perbandingan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini
menggunakan data berupa bahan hukum tertulis berupa undang-

undang, artikel, buku dan kajian hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas
peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah
peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2),
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU-A-
V11/2009, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang
tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2001
tentang Otonomi KhususUndang-undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun
2017 mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di
Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menekankan metode

% Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University
Press: 2020), hal.29.
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noken, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/1VV/2019 tentang pedoman
pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di
Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas
buku-buku,  jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana
(doktrin).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum,
kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam
penelitian ini yaitu melalui menggunakan data primer yang
terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan. Data sekunder yang digunakan meliputi buku,
artikel, dan kajian jurnal hukum.®
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder.

Kemudian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah
dan dikaji secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif
merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada
aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah
daripada melihat permasalahan untuk di generalisasi, yang
menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah
secara kasus per kasus.*’

% Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University
Press: 2020), him.59-63.

¥Sigit Sapto Nughroho, M.Hum., Anik Tri Haryani, Farkhani , “Metodologi
Riset Hukum” (Perumahan Palur Wetan No.9 RT 04 RW 05: Oase Pustaka: 2020),
him.102.
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H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan dalam penulisan ini akan terdiri dari
lima bab, yang mana di dalam setiap bab akan terdiri dari sub
bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan ini dapat tersusun
secara sistematis. Sistematika penulisan yaitu terdiri dari:
BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya mencakup latar belakang yang menjawab
terkait alasan peneliti memilih judul ini sebagai penelitiannya.
Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka,
metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.
BAB Il : KERANGKA TEORI

Bab ini membahas terkait teori-teori atau konsep yang
digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan
adanya teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum dapat
membantu peneliti dalam penelitian ini.
BAB 11l : Bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan
masalah pertama tentang pengaturan suara big man dalam sistem
noken masyarakat Papua.
BAB IV : Bagian ini memaparkan hasil dari rumusan masalah
kedua terkait penegakan hukum pada sistem noken di Papua.
BAB V : PENUTUP
Bagian ini berisi mengenai hasil kesimpulan dan saran. Penutup
dalam skripsi adalah bagian terakhir yang berfungsi untuk
merangkum  keseluruhan isi  penelitian dan memberikan
kesimpulan  serta saran  berdasarkan  hasil  penelitian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

B.

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam sistem
pemilu noken di Papua, yang merupakan metode pemungutan
suara tradisional yang mencerminkan kearifan lokal dan budaya
masyarakat setempat. Sistem noken memiliki karakteristik unik, di
mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat yang
melibatkan tokoh masyarakat atau "big man". Meskipun sistem ini
diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, tantangan
signifikan muncul terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi
konflik sosial. Penegakan hukum dalam konteks ini melibatkan
interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum, yang saling mempengaruhi dan menciptakan dinamika
kompleks dalam pelaksanaan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem noken
memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, dominasi
kekuasaan oleh big man dapat mengurangi keberagaman suara dan
meminimalkan partisipasi individu. Praktik politik uang dan
intimidasi juga menjadi isu yang krusial dalam proses pemilihan.
Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas
dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu noken,
agar hak suara masyarakat terlindungi dan integritas proses pemilu
terjaga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan kebijakan publik dan pemahaman yang
lebih baik mengenai interaksi antara hukum dan budaya dalam
konteks pemilu di Papua.

Saran

Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu perlu adanya
penguatan regulasi yang mengatur peran big man dalam sistem
noken sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan dan praktik politik uang. Regulasi yang jelas akan
memberikan batasan yang tegas mengenai peran dan tanggung
jawab big man dalam proses pemilihan, sehingga dapat

62
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mengurangi  potensi  manipulasi suara dan meningkatkan
transparansi. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh Badan
Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan lembaga terkait lainnya
harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu
berlangsung secara adil dan transparan, serta melindungi hak suara
masyarakat.

Pentingnya untuk memberdayakan masyarakat agar terlibat
dalam proses pengambilan keputusan politik. Forum-forum diskusi
yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi sarana
untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, sehingga suara
individu tetap terwakili dan tidak tereduksi oleh dominasi big man.
Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi
dampak sistem noken terhadap partisipasi politik dan kualitas
demokrasi di Papua, serta bagaimana sistem ini dapat diadaptasi
untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan adil,
yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat
Papua.
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